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BUPATI LANGKAT  PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR           TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,
Menimbang
:
a. 
bahwa sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 ayat 14 bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berbasis e-planning;



b.
bahwa dalam rangka meningkat efesiensi, efektifitas , transparansi dan bertanggung jawab perlu didukung dengan  sistem perencanaan pembangunan yang terpadu terintegrasi, dan berbasis elektronik perlu dilaksanakan mekanisme Standar Operasional Prosedur sebagai langkah kerja yang ditempuh dalam menyelesaikan kebijakan dan kegiatan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik;


c.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis elektronik
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);


2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 



6.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah; 



11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1);


13.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN BERBASIS ELEKTRONIK
BAB I
KETENTUAN UMUM

  

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunann rencana Pembangunan Kabupaten.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunann rencana Pembangunan Kecamatan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan 1 (satu) tahunan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disingkat
e-Musrenbang  adalah  kegiatan  Musrenbang  yang  menggunakan aplikasi berbasis web mulai dari usulan tingkat desa/kelurahan, usulan tingkat kecamatan dan forum Perangkat Daerah.
15. Aplikasi e-Musrenbang adalah aplikasi Perencanaan berbasis elektronik yang dibangun untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan, serta kecamatan.
16. Aplikasi e-planning adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik atau e-perencanaan yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola usulan rencana kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan mulai dari Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Perubahan RKPD.
17. Aplikasi e-RKPD adalah Aplikasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berbasis eletronik yang disusun setiap tahun.
18. Aplikasi e-Pokir adalah aplikasi yang akan diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online.
19. Standar Operasional Prosedur  yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan terkait bagaimana dan kapan pelaksanaan e-Musrenbang, dimana dan oleh siapa kegiatan e-Musrenbang dilaksanakan.
BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN
 Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk :
(1) Mengatur pengelolaan sistem perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat;
(2) Mengelola mekanisme Penyampaian Kegiatan Prioritas, Pengolahan data dan Penetapan Rencana Pembangunan dengan mudah, cepat, tepat bersinergi

Pasal  3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk  :

(1) Memberikan acuan, tahapan pelaksanaan dan penggunaan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik;

(2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas;

(3) menghindari adanya usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4


     Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi 
1. SOP e-Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. SOP e-Musrenbang Kecamatan; 
3. SOP e-RKPD
4. SOP e-Pokir
BAB IV
SOP APLIKASI SISTEM PERENCANAAN
Pasal 5

(1) SOP e-Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) adalah SOP aplikasi yang menampung hasil musrenbang desa/kelurahan pada tahun yang akan datang yang diteruskan ke musrenbang kecamatan
(2) SOP e-Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah SOP aplikasi yang menampung hasil musrenbang kecamatan pada tahun yang akan datang yang diteruskan ke musrenbang kabupaten

(3) SOP e-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah SOP aplikasi yang menampung hasil musrenbang Kabupaten pada tahun yang akan datang dan merupakan Renja Perangkat Daerah 
(4) SOP e-Pokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah SOP aplikasi yang menampung aspirasi masyarakat melalui reses DPRD yang akan ditampung dalam usulan kegiatan perangkat daerah kabupaten
BAB V
PENGELOLA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 SISTEM PERENCANAAN
Pasal 6


Pengelola SOP Aplikasi sistem perencanaan pembangunan ini terdiri dari  :

a. Pengarah;
b. Penanggung jawab;
c. Administrator
d. Tim Teknis
Pasal 7


Pengarah SOP Aplikasi e-musrenbang desa/kelurahan,         e-musrenbang kecamatan, e-RKPD dan e-pokir adalah Kepala Bappeda  

Pasal 8


Penanggung Jawab SOP Aplikasi e-musrenbang desa/kelurahan, e-musrenbang kecamatan, e-RKPD dan e-pokir adalah Sekretaris Bappeda

Pasal 9


Administator Aplikasi e-musrenbang desa/kelurahan, e-musrenbang kecamatan, e-RKPD dan e-pokir adalah Kasubbag Keuangan Bappeda dan Staf Bappeda yang menanggani e-perencanaan
Pasal 10


Pengguna Aplikasi e-musrenbang desa/kelurahan, e-musrenbang kecamatan, e-RKPD dan e-pokir adalah Kasubbag Keuangan Bappeda dan Staf Bappeda yang menanggani e-perencanaan
Pasal 11


Pengelola e-musrenbang pada desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menugaskan petugas yang mengelola perencanaan desa/kelurahan sebagai adimistrator sistem aplikasi e-musrenbang 

Pasal 12


Pengelola e-musrenbang pada kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan menugaskan petugas yang mengelola perencanaan kecamatan sebagai adimistrator sistem aplikasi e-musrenbang 

Pasal 13


Pengelola e-pokir pada DPRD dilaksanakan oleh setiap anngota DPRD dengan menugaskan petugas yang mengelola perencanaan dan hasil reses DPRD sebagai adimistrator sistem aplikasi e-pokir

Pasal 14


Pengelola e-RKPD pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan menugaskan petugas yang mengelola perencanaan di Satuan Perangkat Daerah Masing sebagai adimistrator sistem aplikasi e-RKPD

Pasal 15


Tanggung Jawab administrator Desa/Kelurahan, Kecamatan, DPRD dan OPD yaitu melakukan entry,update/edit usulan kegiatan kedalam aplikasi beserta kelengkapan adimistrasi kegiatan.
Pasal 16

(1) Perbaikan dan Penyempurnaan SOP sistem aplikasi dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan perencanaan diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
(2) Standar Operasional Prosedur tentang Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan tercantum dalam lampiran Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB VI
PENGGUNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SISTEM PERENCANAAN
Pasal 17


Standar Operasional Prosedur mengatur :

a. Penelahaan Usulan Musrenbang,

b. Penelahan Usulan Hasil Reses DPRD

c. Penetapan Kegiatan

d. Penatanausahaan Usulan Kegiatan Renja OPD, Musrenbang RKPD, RKPD dan Pra KUA PPAS
e. Penetapan rencana kegiatan

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 18


Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan standar operasional prosedur sistem perencanaan pembangunan e-musrenbang desa/kelurahan, e-musrenbang kecamatan, e-pokir dan e-RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
                                           KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.
Ditetapkan di Stabat.

pada tanggal
                          2018
BUPATI LANGKAT

ttd
 NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal
                        2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT


ttd



     INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR : ............

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005
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